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Capaian Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

 1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7); 

2. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang hukum secara mandiri (S9); 

3. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU-2); 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU-7); 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri (KU-8); 

6. Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum (KK-1); 

7. Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya (P-1); 

8. Menguasai konsep teoritis sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Internasional. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan implementasi tentang Hukum Perpajakan Indonesia (C2); 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan implementasi tentang Penyelesaian Sengketa Perpajakan; 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori dan implementasi tentang Tindak Pidana Perpajakan. 

Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) ….. 



 1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Umum Hukum Perpajakan Indonesia;  
2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Pajak Penghasilan;  
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; 
4. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Pajak Karbon; 
5. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Bea Materai; 
6. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Pajak Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota; 
7. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 
8. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Penyelesaian Sengketa Pajak; 
9. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Tindak Pidana Perpajakan. 

Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK  

  Sub-
CPMK1 

Sub-
CPMK2 

Sub-
CPMK3 

Sub-
CPMK4 

Sub-
CPMK5 

Sub-
CPMK6 

Sub 
CPMK7 

Sub 
CPMK8 

Sub 
CMPK9 

CPL1 V V V V V V V V V 

CPL2 V V V V V V V V V 

CPL3 V V V V V V V V V 

CPL4 V V V V V V V V V 

CPL5 V V V V V V V V V 

CPL6       V V V 

CPL7 V V V V V V V V V 

CPL8 V V V V V V V V V 

dst          
 

 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas tentang teori dan asas perpajakan, serta perkembangan hukum untuk mengatur maupun menyelesaikan 
permasalahan perpajakan di Indonesia. 

Bahan Kajian: Materi 
Pembelajaran 

1. Konsep Pajak dan Teori Hukum Pajak 
2. Pengaturan Pajak Penghasilan 
3. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
4. Pengaturan Pajak Karbon 
5. Pengaturan Bea Meterai 
6. Pengaturan Pajak Daerah Provinsi 
7. Pengaturan Pajak Daerah Kabupaten/Kota 
8. Pengaturan Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
9. Penyelesaian Sengketa Pajak 

 



10. Tindak Pidana Perpajakan 

Pustaka Utama :  

Daftar Pustaka 

1. Adrian Sutedi, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, 2017. 

2. Darwin MBP, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Indonesia, 2016. 

3. Erly Suandi, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2018. 

4. Jazim Hamidi, Optik Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2011. 

5. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2018. 

6. Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers, 2008. 

7. Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press, 2008. 

8. -------------, Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia, Buku Litera, Yogyakarta, 2014. 

9. Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2004. 

 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan j.o Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2007 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan j.o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah j.o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan j.o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah j.o Undang-Undang Nomor 2009 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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Matakuliah syarat Hukum Administrasi Negara  

Mg Ke- 
Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar  
(Sub-CPMK) 

Penilaian 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran,  
Penugasan Mahasiswa, 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[ Pustaka ] 

Bobot 
Penilaia

n (%) 
Indikator Kriteria & Teknik Luring (offline) Daring (online) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Mahasiswa mampu 
memahami urgensi 
matakuliah Hukum Pajak 
dan mematuhi kontrak 
yang telah disepakati 
bersama 

Mahasiswa 
mampu 
memahami 
urgensi 
perkuliahan 
serta mentaati 
aturan-aturan 
yang telah 
disepakati 
dalam kelas 

Mahasiswa memiliki 
adab dan tatakrama 
yang baik selama 
kegiatan belajar 
mengajar 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 
(3 x 50 menit) 

zoom Kontrak Perkuliahan 
Urgensi Perkuliahan 

5 

2 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
berbagai konsep umum 
Perpajakan dan Peraturan 
Pajak di Indonesia 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Penguasaan 
terhadap materi 
yang telah 
disampaikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pengertian 

Pajak dan 

Hukum Pajak 

2. Dasar Pembenar 

Pemungutan 

Pajak  

3. Fungsi Pajak 

4. Penggolongan 

Pajak 

5 



5. Stelsel dan Tarif 

Pajak 

6. Asas 

Pemungutan 

Pajak 

7. Sistem 

Pemungutan 

Pajak 
3 Mahasiswa mampu 

memahami dan menjelaskan 
konsep Pengaturan Pajak 
Penghasilan 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pengertian dan 

Dasar 

Pembebanan 

Pajak 

Penghasilan 

2. Subjek Pajak 

Penghasilan 

3. Objek Pajak 

Penghasilan 

4. Tarif Pajak 

Penghasilan 

5 

4 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan konsep 
Pengaturan Pajak 
Penghasilan 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

2. Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Badan 

3. Pajak 

Penghasilan 

Wajib Pajak 

Bentuk Usaha 

Tetap 

5 



 
5 Mahasiswa mampu 

memahami dan 
menjelaskan konsep 
Pengaturan Pajak 
Pertambahan Nilai 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pengertian dan 

Dasar 

Pembebanan 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

2. Subjek Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

3. Objek Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

4. Tarif Pajak 

Pertambahan 

Nilai 

5. Pajak 

Pertambahan 

Nilai Barang 

6. Pajak 

Pertambahan 

Nilai Jasa 
 

10 

6 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan konsep 
Pengaturan Pajak 
Penjualan Atas Barang 
Mewah 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pengertian dan 

Dasar 

Pembebanan 

Pajak Penjualan 

Atas Barang 

Mewah 

2. Subjek Pajak 

Penjualan Atas 

Barang Mewah 

10 



3. Objek Pajak 

Penjualan Atas 

Barang Mewah 

4. Tarif Pajak 

Penjualan Atas 

Barang Mewah 
 

7 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Pengaturan Pajak 
Karbon dan Bea Materai 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pengertian dan 

Dasar 

Pembebanan 

Pajak  Karbon 

2. Subjek Pajak  

Karbon 

3. Objek Pajak  

Karbon  

4. Tarif Pajak  

Karbon 

5. Pengertian dan 

Dasar 

Pembebanan 

Bea Meterai 

6. Subjek Bea 

Meterai 

7. Objek Bea 

Meterai  

8. Tarif Bea 

Meterai 
 

10 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Mahasiswa mampu 

memahami dan menjelaskan 
Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pajak Kendaraan 
Bermotor 

5 



konsep Pengaturan Pajak 
Daerah Provinsi 

memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

materi yang 
diberikan 

2. Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor 

3. Pajak Alat Berat  
4. Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan 
Bermotor 

5. Pajak Air 
Permukaan 

6. Pajak Rokok 
7. Opsen Pajak 

Mineral Bukan 
Logam dan 
Batuan 

 

10 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan konsep 
Pengaturan Pajak Daerah 
Kabupaten/Kota 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pajak Bumi dan 
Bangunan 
Perdesaan dan 
Perkotaan 

2. Bea Perolehan 
Hak atas Tanah 
dan Bangunan  

3. Pajak Barang dan 
Jasa Tertentu  

4. Pajak Reklame 

5 

11 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Pengaturan Pajak 
Daerah Kabupaten/Kota 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pajak Air Tanah 
2. Pajak Mineral 

Bukan Logam dan 
Batuan 

3. Pajak Sarang 
Burung Walet 

10 



4. Opsen Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

5. Opsen Bea Balik 
Nama Kendaraan 
Bermotor 

12 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Pengaturan 
Ketentuan Umum 
Perpajakan 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Penerbitan dan 
Penghapusan 
Nomor Pokok 
Wajib Pajak 

2. Pelaporan Surat 
Pemberitahuan 
dan Pembayaran 
Pajak 

1. Penetapan dan 
Ketetapan Pajak 

5 

13 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Pengaturan 
Penagihan Pajak Dengan 
Surat Paksa 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Penagihan dan 
Pemeriksaan 
Pajak 

2. Penagihan Pajak 
dengan Surat 
Paksa 

10 

14 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Penyelesaian 
Sengketa Pajak 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom 1. Pegertian 
Sengketa Pajak 

2. Penyeleaian 
Sengketa Pajak 
Melalui 
Keberatan di 
Direktorat 
Jenderal Pajak 

3. Penyelesaian 
Sengketa Pajak 

5 



Melalui Litigasi di 
Pengadilan Pajak 

15 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
konsep Penyelesaian 
Sengketa Tindak Pidana 
Perpajakan 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberikan 
penjelasan 
terkait materi 
yang diberikan 

Ketepatan dan 
pemahaman terkait 
materi yang 
diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 
(3 x 50 menit) 

zoom Tipologi Tindak Pidana 
Perpajakan 

 

16 Mahasiswa mampu 
memberikan penjelasan dan 
analisis terkait isu atau 
persoalan terkait Perpajakan 

Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
memberika 
analisis terkait 
permasalahan 
yang telah 
diberikan 

Kemampuan analisis 
dan penjelasan 
terkait isu atau 
permasalahan yang 
telah diberikan 

PBL, Ceramah dan 
Tanya Jawab 

(3 x 50 menit) 

zoom Diskusi terkait 
permasalahan yang 
telah diberikan 

10 

17 UJIAN AKHIR SEMESTER  
 

Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari 

sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk 

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik 

terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 

kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi 

kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan 

indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria 
dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 



7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, 

Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. 
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, 

Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan. 
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian 

sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


